
PANDUAN DARI KOMINFO 
Kebutuhan menu dasar  setiap situs web pemerintah daerah adalah : 

1)    Selayang Pandang 

Menjelaskan secara singkat tentang keberadaan Pemerintah Daerah bersangkutan (sejarah, 

motto daerah, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi). 

2)    Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah 

Menjelaskan struktur organisasi yang ada di Pemerintah Daerah bersangkutan (eksekutif, 

legislatif) beserta nama, alamat, telepon, e-mail dari pejabat daerah. Jika memungkinkan 

biodata dari Pimpinan Daerah/OPD ditampilkan agar masyarakat luas mengetahuinya. 

3)    Geografi 

Menjelaskan antara lain tentang keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial dan 

ekonomi, budaya dari daerah bersangkutan. Semua data dalam bentuk numeris atau statistik 

harus mencantumkan nama instansi dari sumber datanya. 

4)    Peta Wilayah dan Sumberdaya 

Menyajikan batas administrasi wilayah dalam bentuk peta wilayah (sebaiknya digunakan 

peta referensi yang dikeluarkan oleh GIS, atau instansi pemerintah lainnya yang mempunyai 

tugas pokok dan fungsi pembuat peta), dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh daerah 

bersangkutan dalam bentuk peta sumberdaya (digunakan peta referensi yang dikeluarkan 

oleh instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta) yang dapat 

digunakan untuk keperluan para pengguna. 

5)    Peraturan/Kebijakan Daerah/OPD 

Menjelaskan Peraturan Daerah (Perda) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 

bersangkutan. Melalui situs web pemerintah daerah inilah semua Perda yang telah 

dikeluarkan dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas. 

6)    Buku Tamu 

Tempat untuk menerima masukan dari pengguna situs web pemerintah daerah bersangkutan.  

Namun dengan persyaratan website yang minimal, fungsi sebuah website menjadi tidak 

maksimal. Link website yang digunakan sebagai tempat tukar informasi dan untuk 

mendapatkan feedback hanya diperoleh melalui link Buku Tamu. Sedangkan pengunjung 

suatu website, tidak semuanya akan mengakses menu buku tamu. Akan lebih baik apabila 

website yang dikelola oleh pemerintah mempunyai system pemrograman dan aplikasi 

database yang lebih terintegasi. 

Website ada beberapa tingkatan seperti dijelaskan berikut ini, yaitu : 

1. Fase pertama merupakan fase penampilan website (web presence) yang berisi informasi 

dasar yang dibutuhkan masyarakat. 

2. Fase kedua merupakan fase interaksi yaitu isi informasi yang ditampilkan lebih 

bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi e-mail dalam website pemerintah. 

3. Fase ketiga, tahap transaksi berupa penerapan aplikasi/formulir untuk secara online mulai 

diterapkan. 

4. Fase empat adalah tingkat Pemanfaatan yang berisi Pembuatan aplikasi untuk pelayanan 

yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), 

Government to Citizen (G2C). 

5. Pemerintah Daerah telah mempunyai website. Namun dari segi kemanfaatan maupun 

fungsi, website tersebut belum dapat ditelaah lebih lanjut apakah website tersebut 

mempunyai data informasi yang terupdate, bersifat statis ataupun dinamis. Oleh karena 

itu muncul pertanyaan apakah banyak masyarakat yang benar-benar memanfaatkan dan 



menggunakan situs web sites internet pemda-pemda tersebut untuk mencari dan 

memperoleh informasi yang dibutuhkan ? Pertanyaan lain yang muncul adalah apakah 

terjadi keseimbangan antara penyampaian informasi dari pihak pemda selaku 

komunikator dan kontributor informasi dalam website dengan kemampuan, skill, 

kebutuhan dan tingkat eksposure masyarakat untuk mengakses internet secara pribadi 

ataupun melalui MEDSOS? 

6. Pertanyaan lain dari segi teknis apakah strategi design websites tersebut menarik dalam 

penampilannya serta mampu diakses secara cepat ? ini juga menjadi permasalahan 

tersendiri karena websites yang tidak kreatif dan sulit untuk diakses akan membuat user 

malas membukanya. Pada sisi lain mengingat kebijakan, peluang implementasi serta 

hambatan yang ada memunculkan beberapa pertanyaan tentang sampai sejauh mana 

penerapan/implementasi IT dalam rangka e-government yang dilakukan, bagaimana 

ketersediaan informasi dalam setiap situs web, bagaimana aksesbilitasnya, serta 

bagaimana strategi pengembangannya. 

Dari beberapa permasalahan diatas, solusi yang dapat dilakukan diantaranya dengan 

mengadakan sosialisasi dan diklat bagi semua karyawan dilingkungan pemerintahan. 

Juga diperlukan sosialisasi penggunaan website yang telah dibangun bagi masyarakat 

luas melalui mekanisme tradisi budaya yang ada agar masyarakat selain dapat 

memanfaatkannya juga semakin “cerdas” dan “melek” teknologi. Sosialisai terhadap 

masyarakat juga perlu di dukung dengan adanya penyediaan anjungan di instansi di 

bawah pemerintahan kabupaten atau kota seperti di kecamatan dan kelurahan. 

Terwujudanya ke dua hal yang diuraikan sebelumnya akan memuluskan tahapan e-

government  ke tahapan Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government 

to Government (G2G), Government to Business (G2B) 

Demikianlah resume dari saya mengenai permasalahan peran dan fungsi website 

Pemerintahan Daerah sebagai sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah dan 

masyarakat. Demikian uraian dari saya. Semoga dapat memberi inspirasi bagi munculnya 

solusi-solusi cerdas bagi permasalahan lain di bidang informasi Teknologi. 

 


